SALINAN

Jakarta, 21 Maret 1985

Nomor : S-78B/K/1985
Lampiran  : satu
Perihal . Larangan Membebankan Biaya Pemeriksaan
kepada Obyek-Obyek Yang Diperiksa.
Kepada Yth.
Sdr. Kepala Perwakilan
BPKP untuk EROPA
di-
BOON

Bersama ini diberitahukan bahwa sampai saat ini tetap berlaku surat kami nomor :
S-115/PK /1978 tangga 20 Januari 1978 terlampir, tentang larangan membebankan biaya
pemeriksaan kepada obyek-obyek yang diperiksa. Di samping itu setiap petugas BPKP
dilarang untuk menerima apa yang disebut “penggantian biaya perjaanan”, lumpsum,
penggantian biaya hotel, uang makan, honorarium, uang transport lokal dan sebagainya
dari obyek pemeriksaan BUMN/BUMD maupun obyek pemeriksaan yang dibiayai oleh
ABPN/APBD.

Karena itu harap Saudara secara aktif mengawasi agar surat kami tersebut benar-
benar ditaati oleh para peabat/petugas dari unit kerja Saudara.

Demikian agar menjadi maklum dan dilaksanakan.
KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TTD

Dis GANDHI
NI1P.060006034




SALINAN

DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASANKEUANGAN NEGARA .

Jakarta, 20 Januari 1978

Kepada Yth.

agrwbdPE

Sekretaris Direktorat Jenderal;

Para Direktur;

Para Kepala Kantor Wilayah;

Para Kepala Kantor Pengawasan Anggaran Negara;
Para Kepala Kantor Akuntan Negara.

1 §d 5 dalam lingkungan Direktorat Jenderal

Pengawasan K euangan Negara

SURAT EDARAN
No. : S-115/PK/1978

Dalam rangka penertiban pengeluaran Negara dengan ini kami minta perhatian

Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1.

Terhitung sgjak tangga 1 Maret 1978 segada biaya yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas pemeriksaan (seperti biaya perjaanan dinas, uang harian, uang
makan, honorarium, uang transport lokal dan sebagainya) tidak dibenarkan lagi
dibebankan kepada obyek pemeriksaan baik Badan Usaha Negara maupun obyek
pemeriksaan yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Tagihan deklaras pemeriksaan Akuntan pada Badan Usaha Negara masih tetap
menjadi beban Badan Usaha Negara yang bersangkutan dan harus disetorkan
langsung ke Kas Negara sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran ini hendaknya disampaikan pula kepada obyek-obyek pemeriksaan
dalam wilayah/wewenang Kantor Saudara.

DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

TTD

Drs GANDHI
NIP.060006034

Tembusan :
1. Yth. Bapak Menteri Keuangan Negara R.I. (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Jendera Departemen Keuangan.



